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BUPA1'1 GOWA 
PROVINS! SULAWESl SELATAN 

PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR 32 TAHUN 2022 

TENT ANG 
PERATURAN PELAl(SANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA 
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 

PANGAN BERJ(ELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GOWA, 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 
ayat (7), Pasal 9 ayat (2), Pasal 1 1  ayat (4), Pasal 12 ayat (4), 
Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 
ayat (6) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten 
Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan 
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Mengingat : 1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 7 4 

' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor . 68, Tambaban Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan 
UndangUndang Nomor I l Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 
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5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesta Tahun 2009 Nomor 
149, Ta111bal1a11 Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 5008) sebagaimana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

6. U11da11g-U11da11g Nornor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan 
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 201 1  ten tang 
Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 20 1 1  Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5185) ; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5279); 

10 . Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang 
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5283); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang 
Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5288); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1  Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nornor 3 1 ,  Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

I  

I 

I  
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13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang 
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163); 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 
tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan 
Pertanian; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang 
Pedornan Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan 
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 
tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas 
Tanarnan Pangan (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1041 ) ;  

17 . Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk 
Rencana Tata Ruang Wilayah (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 727); 

18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 40); 

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 
2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Gowa Tahun 2012 Nomor 15 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 10); 

21 .  Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 
2019 Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAI<SANMN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 3 TAHUN 
2019 TENTANG PERLJNDUNGAN LAHAN PERTANIAN 
PANGAN BERJ<ELANJUTAN. 

BAB 1 
I<ETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud clengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Gowa. 
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2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pernerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Gowa. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah, 

5. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan 
Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Lahan adalah bagian daratan dari perrnukaan bumi sebagai suatu 
lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang 
mernpengaruhi penggunaannya seperti iklirn, relief, aspek geologi, dan 
hidrologi yang terbentuk secara alarni maupun akibat pengaruh 

• 

manusia. 

7. Lahan Baku Sawah adalah lahan sawah yang merupakan areal tanah 
pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik 
dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan 
tanaman semusim lainnya. 

8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha 
pertanian. 

9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk 
usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, petemakan, perikanan, 
dan perkebunan. 

10. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B 
adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan 
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi 
kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah. 

1 1 .  Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya 
disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya 
agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk 
dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada 
masa yang akan datang. 

12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut 
KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah 
perdesaan yang memlliki hamparan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk 
mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. 

13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan 
agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan 
manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta 
kesejahteraan rakyat. 

14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 
tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah 
maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 

15. Berkelanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari 
untuk menjarnin terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan 
pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya. 

16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga 
negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk 
komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah 
hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan 
pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur 
ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan 
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Kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian 
pemanfaatan ruang wilayah. 

18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah 
renca11.a secar8: terperinci tentang tata 1·l1a11g wilayah kabupaten/kota 
yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaterr/kota. 

19. lrigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang 
pertanian. 

20. Ganti Rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik 
dan /atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang 
mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-bcnda lain 
yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan 
hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum 
terkena pengadaan tanah. 

21 .  Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan 
yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan 
pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian 
produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama 
lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan 
pertanian pangan berkelanjutan. 

22 . Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan 
dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem 
Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

23. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang 
mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B. 

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan 
tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

25. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya 
disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalarn 
merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan 
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan 
kawasannya secara berkelanjutan. 

26. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan proses pengecekan ulang data 
lahan pertanian pangan berkelanjutan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Bagian Kesatu 
Maksud 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk: 
a. memberikan Perlindungan LP2B yang dilakukan terhadap Lahan 

Pertanian Pangan dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B; 
b. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi Lahan pertanian akibat 

pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi Daerah; dan 
c. memberikan arah penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang 

RTRW, RDTR, rencana jangka panjang daerah, rencana jangka 
menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. 

Bagian Kedua 
Tujuan 

Pasal3 

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

• 

I 
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a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; 
b. menjamin tersedianya lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan; 
c. mewujudkan kernandirian, ketahanan clan kedaulatan pangan; 
d. melindungi kepernilikan Lahan Pe1·ta11ia11 Pangan milik Petani; 
e. meningkatkan kernakmuran serta kesejahteraan Petani clan masyarakat; 
f. meningkatkan perlindungan pernberdayaan Petani; 
g. mernpertahankan keseimbangan ekologi; dan 
h. mewujudkan revitalisasi pertanian. 

BAB III 
RUANO LINGl<UP 

PasaI4 

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. tugas, tata kerja dan fungsi Tim Verifikasi Perlindungan LP2B; 
b. penetapan LP2B; 
c. kriteria dan persyaratan kawasan, Lahan dan LCP2B; 
d. pembinaan, pemanfaatan, pengendalian dan/atau Perlindungan LP2B; 
e. pemberian Insentif dan disinsentif Perlindungan LP2B; 
f. tata cara alih fungsi LP2B; dan 
g. Sistem Informasi LP2B. 

BAB IV 
TUGAS, TATA KERJA DAN FUNGSI TIM 

PERLINDUNGAN LP2B 

• 

Bagian Kesatu 
Tu gas 

Pasal 5 • 

(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi Perlindungan LP2B; 
(2) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bertugas: 
a. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta LP2B 

dan/atau Lahan sawah yang dilindungi; 
b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi LP2B dan/atau Lahan 

sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a; 
c. mengusulkan penetapan peta LP2B dan/atau Lahan sawah yang 

dilindungi; dan 
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 

pengendalian alih fungsi LP2B dan/atau Lahan sawah yang 
dilindungi. · 

(3) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
terdiri atas: 
a. ketua : Bupati; 
b. ketua harian: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; 
c. anggota : a. Kepala Kantor Pertanahan; 

b. Kepala BAPPEDA; 
c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang; 
d. Kepala Dinas Perurnahan, Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan; 
e. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu; 
f. Kepala BPS; 
g. Kepala UPT KPH Jeneberang; dan 
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Masyarakat. 
(4) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh tim pelaksana; 
(5) Tim Verifikasi dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, 

Bagian Kedua 
Tata Kerja 

Pasal 6 

Tata Kerja Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1)  sebagai berikut: 
a. persiapan pengumpulan dan pengolahan data subjek, objek dan luas 

LP2B melalui: 
1 .  Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi 
terkait; 

2. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui 
sinkronisasi data penataan ruang; 

3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dibidang pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan 
LP2B ;dan 

4. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan 
terhadap: 
a) Perangkat Daerah terkait di Daerah; 
b) pemerintah kecamatan; 
c) pemerintah desa/kelurahan; 
d) kepala dusun/lingkungan; 
e) penyuluh pertanian lapangan; 
f) kelompok tani; dan 
g) tokoh masyarakat. 

b. mekanisme pengumpulan data subjek, objek, dan luas LP2B sebagai 
berikut: 
1.  pemerintah desa/kelurahan melakukan inventarisasi data subjek, 

objek dan luas LP2B ditingkat desa/kelurahan; dan 
2. pemerintah desa/kelurahan membuat kesepakatan dengan pemilik 

Lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik Lahan dengan 
mekanisme melalui musyawarah mufakat. 

c. mekanisme pengolahan data subjek, objek, dan luas LP2B sebagai 
berikut: 
1 .  Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

dibidang pertanian melakukan pengolahan data subjek, objek dan 
luas LP2B; dan 

2. pengolahan data dan hasil pengolahan data subjek, objek dan luas 
LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan data subjek, 
objek dan luas LP2B. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal 7 

Fungsi Tim Verifikasi Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat ( 1) sebagai berikut: 
a. verifikasi dan klarifikasi Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi; 
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b. sinkron��asi ha_sil verifi�asi dan klarifikasi Peta LP2B / Lahan Sawah 
yang dilindungi sebagai bahan kebijakan terhadap penyusunan Peta 
LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi; 

c. pengusulan Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi oleh rapat Tim 
Verifikasi; 

d. penetapan Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi oleh perangkat 
daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ 
pertanahan dan tata ruang; dan 

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan 
pengendalian alih fungsi lahan sawah. 

BABV 
PENETAPAN LP2B 

Pasal 8 

Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimuat 
dalam RTRW, RDTR, rencana pembangunan jangka panjang daerah, 
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja 
pemerintah daerah. 

Pasal 9 

(1) Bupati menetapkan LP2B dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun 
untuk jangka panjang, 5 (lima) tahun untuk jangka menengah dan 1 
(satu) tahun untuk jangka pendek. 

(2) Penetapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek 
Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 
pada RTRW, RDTR, rencana pembangunan jangka panjang daerah, 
rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja 
pemerintah daerah. 

(3) Penetapan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat 
analisis dan prediksi dan sasaran serta penyiapan luas Lahan 
cadangan dan luas Laban Baku Sawah. 

(4) Lahan Baku Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di 18 
(delapan belas) kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(5) Peta sebaran Lahan Baku Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari peraturan Bupati ini. 

(6) Penetapan LP2B jangka pendek memuat sasaran produksi, luas tanam 
dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan. 

(7) Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan: 
a. KP2B; 
b. LP2B di dalam dan di luar KP2B; dan 
c. LCP2B di dalam dan di luar l(P2B. 

(8) penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi 
LP2B di dalam dan diluar I(P2B. 

(9) LP2B ditetapkan meliputi Lahan basah dan Lahan kering dan tersebar 
di 18 (delapan belas) kecamatan di Daerah. 

(10) Peta perlindungan LP2B dan Penetapan Luasan LP2B sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengaturan zonasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran Ill dan lampiran JV yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
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BAB VI 
l(RITERIA DAN SYARA1' J{.P2B 

Bagian Kesatu 
Kriteria l(P2B 

Pasal 10 

' 
• • 

• 

• 

• 

• • 

• 

( 1) 

(2) 

Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B 
dan /atau LCP2B. 
Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat 
mernenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, 
kabupaterr/kota, dau/ a tau nasional. 

Bagian Ked ua 
Syarat KP2B 

Pasal 1 1  

Persyaratan l(P2B meliputi: 
a. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan 
b. terrnuat dalam Rencana Perlindungan LP2B. 

BAB VII 
KRITERIA DAN SYARAT LP2B 

Bagian Kesatu 
Kriteria LP2B 

Pasal 12 

( 1) 

•  

(2) 

Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi kriteria: 
a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; 
b. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk 

peruntukan pangan; 
c. didukung infrastruktur dasar; dan 
d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan. 
Kriteria Jahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a ditentukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang 

didasarkan atas ketentuan rasio pendapatan dengan biaya usaha 
tani minimal Jebih besar dari 1 (satu), penghasilan usaha tani 
mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau rasio keuntungan 
dengan tingkat upah minimum tingkat Daerah minimal lebih 
besar l(satu); 

b. berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a 
maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan LP2B; 

c. dalam ha! luas Jahan eksisting per satuan hamparan lahan 
kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan LP2B 
maka Jahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh 
luasan minimal penetapan LP2B; 

d. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang 
ditetapkan sebagairnana dimaksud pada huruf c berhak atas 
jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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(3) Kriteria lahan yang merniliki potensi teknis dan kesesuaian Iahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf b ditentukan dengan 
mempertirnbanglean: 

a. semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai LP28; 
b. lahan rawa pasang surut/Iebak dapat ditetapkan sebagai LP28 

dengan memperhatikan kedalaman garnbut serta konservasi tanah 
dan air; 

c. lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai LP28 dengan 
memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 
(seribu] mrrr/tahun. 

d. tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh 
tanarnan pangan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(4) Kriteria didukung ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf c ditentukan sebagai berikut: 
a. ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis LP28. 
b. dalam hal jenis LP28 merupakan lahan beririgasi maka harus 

tersedia jaringan irigasi tersier dan/ atau rencana pembangunan 
jaringan tersier. 

c. dalam ha! jenis LP2B merupakan lahan rawa pasang surut/lebak 
maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder 
dan/atau telah tersedia rencanajaringan drainase tersier. 

d. dalam hal LP2B merupakan lahan tidak beririgasi maka harus 
tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air 
bawah tanah. 

e. tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai 
sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian. 

(5) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan 
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan 
dengan pertimbangan: 
a. diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, 

ketersedian air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta 
daya dukung lingkungan; 

b. produktivitas minimal LP2B yang merupakan lahan beririgasi, 
masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: 
1 .  padi 3 (tiga) ton/ha 
2. ubijalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha 
3. ubikayu 100 (seratus) ton/ha 

c. produktivitas minimal LP28 yang merupakan lahan ra,va/lebak, 
masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut: 
1 .  padi 2 (dua) ton/ha 
2. ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha 
3. ubi kayu 100 (seratus) ton/ha 

d. produktivitas minimal LP28 yang merupakan lahan tidak 
beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai 
berikut: 
1 .  padi 2 (dua) ton/ha 
2. ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha 
3. ubi kayu 100 ( seratus) ton/ha 

e. intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim 
pada LP2B baik di lahan beririgasi, lahan rawa/Iebak atau lahan 
tidak beririgasi minimal 2 (dua] kali setahun: 

f. jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air 
pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis kornoditas pangan pokok; 

g. pemanfaatan LP2B harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan 
• air· , 
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(1) 

(2) 

h. pemanfaatan LP2B harus ramah lingkungan, memperhatikan daya 
dukung lahan dan kelestarian lingkungan; 
pem�11faatan LP2B diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan 
musim tanam; 

Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan; 
dan 

k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan 
irigasi di tingkat usaha tani secara kelernbagaan atau kelompok. 

Bagian l(edua 
Syarat LP2B 

Pasal 13 

Persyaratan LP2B meliputi: 
a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan; dan 
b. telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan LP2B. 
Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka 
persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut: 
a. berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan 

Berkelanj utan: 
l .  berada di dalarn kawasan peruntukan pertanian tanaman 

pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; 
2. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi 

daerah; dan 
3. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat 

dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/ atau RTRW Daerali. 
b. dimuat dalam Rencana Perlindungan LP2B, Persyaratan 

mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan LP2B mutatis 
mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan LP2B. 

BAB VIII 
KRITERIA DAN SYARAT LCP2B 

• 

I. 

• 

J. 

•  

•  

Bagian Kesatu 
Kriteria LCP2B 

Pasal 14 

(1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi kriteria: 
a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian; 
b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung 

produktivitas dan efisiensi produksi; 
c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk 

peruntukan pangan; dan 
d. didukung infrastruktur dasar. 

(2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan Jahan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf b ditentukan dengan 
mempertimbangkan: 
a. paling sedikit merniliki Juas 500 (lima ratus] hektar dalam satu 

kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan 
b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar pe1· satuan hamparan lahan 

cadangan pertanian pangan berkelanjutan. 
(3) Kriteria lahan yang m e rn i l i k i  potensi teknis dan kesesuaian lahan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf c ditentukan dengan 
mempertimbangkan: 
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a. lahan Y8;11g ditetapkan seb��"? lahan cadangan pertanian pan an 
berkelanjutan harus me�1!1la potensi teknis Jahan yang sestai 
dengan peruntukan pertanian tanaman pangan· 

b. terdapat su�ber air baik berupa air perrnukaan maupun air tanah 
yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman; 

c. �e.rda�at lal1an. potensial untuk dikernbangkan menjadi daerah 
mgasi dan 11011 irigasi; dan 

d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di ]okasi 
tersebut, 

(4) I�1ite1·ia didukung ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana 
?11nal<sud pada ayat ( 1 )  huruf d merupakan pembangunan 
111f1·astru�<tur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi 
rencana pengernbangan jaringan transportasi jalan dan jaringan 
surnber daya air dalam RTRW Provinsi dan Daerah. 

Bagian Kedua 
Syarat LCP2B 

Pasal 15 

Persyaratan LCP2B meliputi: 
a. tidak dalam sengketa. 
b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah. 
c. termuat dalam Rencana Perlindungan LP2B. 

BABIX 
PEMBINAAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TERIKAT DENGAN 

PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LP2B 

Pasal 16 

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap 
orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dan Perlindungan LP2B. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan melalui: 
a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka evaluasi 

perkembangan LP2B; dan 
b. pemberian informasi dan penyuluhan untuk meningkatkan 

kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. 
BABX 

PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGENDALIAN LP2B 

Bagian Kesatu 
Pemberian Insentif Pengendalian LP2B 

Pasal 17 

(1 )  Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan LP2B kepada 
Petani berupa: 
a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan; 
b. pengembangan infrastruktur pertanian; 
c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas 

unggul; 
d. kemudahan dalam mengakses inforrnasi dan teknologi; 
e. penyediaan sarana produksi pertanian; 
f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; 

dan/atau 
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g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi. 
(2) Dalam ha! pernberian bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  huruf a, dilakukan melalui: 
a. ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. Pemerintah Daerah dapat menyediakan clana untuk memfasilitasi 

keringanan pajak bumi dan bangunan pada LP2B milik Petani 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

c. penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan 
bangunan sebagairnana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan 
kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  huruf b, dilakukan melalui: 
a. pernbangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian; 
b. pernbangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier; 
c. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha 

tani: 
' 

d . perbaikan kesuburan tanah; dan/atau 
e. konservasi tanah dan air. 

(4) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: 
a. penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, 

hibrida, dan lokal; 
b. pembinaan dan pengawasan penangkar benih; 
c. penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul 

ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/ a tau 
lembaga lainnya yang mempunyai kornpetensi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

d. basil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul 
sebagaimana dimaksud pada huruf c disebarluaskan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Petani dan hanya digunakan untuk 
kepentingan Petani. 

(5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 )  huruf d, meliputi: 
a. penyediaan serta distribusi inforrnasi dan teknologi; dan 
b. penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana 

dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui kelembagaan 
penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(6) penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf e, dilakukan melalui: 
a. paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan 

mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida; dan 
b. pemberian kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan 

rekomendasi dari Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana yang dibentuk 
oleh Bupati; 

(7) bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada LP2B 
sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) huruf f, disediakan melalui: 
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan 

kemampuan keuangan daerah; dan 
b. P:ogran:- d�n penganggaran bantuan dana penerbitan sertipikat 

dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan 
pertanahan. 

(8) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 )  huruf g, diberikan dalam bentuk: 
a. pelatihan, piagam dan bentuk lainnya yang bersifat stimulan; dan 



• 
• 

• • 
•• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

b. pengh?Igaan bagi Petani berprestasi tinggi diberikan oleh 
Pemenntah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh 
Bupati;dan 

c. ketentuan mengenai kriteria clan tata cara penilaian Petani 
berprestasi tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 
pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Bagian Kedua 
Pernberian Disinsentif Pengendalian LP28 

Pasal 18 

(1 )  Pernberian Disiriserrtif dilakukan dengan pencabutan Insentif. 
(2) Pencabutan lnsentif sebagaimana dimaksud ayat (I) dilakukan 

Pemerintah Daerah dalam hal: 
a. Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP28; 
b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pemberian Insentif; dan/atau 
c. LP28 telah dialih fungsikan, selain untuk pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum atau terjadi bencana. 

BAB XI 
TATA CARA ALIH FUNGSI LP28 

Pasal 19 

(1)  Tata cara alih fungsi LP28 dapat dilaksanakan setelah memenuhi 
semua persyaratan dan kriteria. 

(2) Persyaratan tata cara alih fungsi LP28 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  meliputi: 
a. memiliki kajian kelayakan strategis; 
b. mempunyai rencana alih fungsi lahan; 
c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan 
d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan 

Berkelanjutan yang dialihfungsikan. 
(3) Kriteria tata cara alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan 

umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air 
bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, 
bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas 
keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan 
listrik; 

b. sawah yang berada di wilayah rawan bencana gunung berapi 
apabila terkena bencana sehingga menimbulkan perubahan 
bentang muka lahan rnaka status sawahnya dapat diubah menjadi 
peruntukan Iainnya atas rekornendasi institusi/lembaga yang 
mempunyai kewenangan bidang pengenclalian bencana, dan jika 
sawah yang tergerus banjir lahar dingin clan tidak dimungkinkan 
lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan fungsinya sebagai lahan 
sawah maka dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan lain atas 
rekomendasi institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan 
bidang pengendalian bencana; dan 

c. selain untuk kepentingan urnum clan bencana sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan l1L11·uf b, Alih FL111gsi LP2B dapat 
dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk 
kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 
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(4) 
(5) 

(6) 

(7) 

Pemohon alih fungsi LP2B di Daerah mengusull<an kepada Bupati. 
Pemohon Alih Fungsi LP2B lintas l(abUJJaten/l(ota dalam satu Provinsi 
setelah mendapatl<a11 1·el<ome11dasi clari Bupati mengusulkan kepada Gubemur. 
Pemohon alih fungsi LP28 lintas provinsi setelah mendapatkan 
1·eko1ne11dasi dari Bupati dan Gube1·11u1· mengusulkan kepada Presiden. 
Usulan sebagaimann dimaksud pada ayat ( 1) disampaikan kepada 
Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian. 

Pasal20 

Tata Cara Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai 
acuan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan Alih Fungsi LP2B. 

BAB XII 
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LP2B 

Pasal 21  

(1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B meliputi penyelenggaraan 
Sistem Informasi Daerah yang dilakukan oleh lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dilingkup Pemerintah 
Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati. 

(2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan 
pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, 
pertanahan, pekerjaan umum, statistik dan instansi terkait lainnya. 

(3) Penyelenggaran Sistem Informasi LP2B meliputi: 
a. penyediaan data dasar LP2B; 
b. distribusi produk Sistem lnformasi; dan 
c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B. 

Pasal 22 

(1)  Bupati wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta 
pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B. 

(2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasj saat ini 
dengan keadaan sebelumnya secara berkala. 

(3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan. 

Pasal23 

(1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B dilakukan melalui 
pembandingan Informasi secara berkala terhadap: 
a. tutupan LP2B; dan/atau 
b. pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B. 

(2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  
dituangkan dalam: 
a. neraca tutupan lahan; dan/atau 
b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B. 

Pasal 24 

Bupati menyampaikan basil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun kepada Gubernur. 

• 
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BAB XIII . 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 25 
• 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penernpatannya dalam Lembaran Berita 
Daerah Kabupaten Gowa. 

• 

Ditetapkan di Sunggumina�1;1- 
pada tanggaJ 2 1)e aOllOGr 20�2 

• •• 
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- 

• 



- 

• 

' - ' • • 

• 

• 

• 

LAMPIRAN I . 
PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR 32 TAI-JUN 2022 
'fENl'ANG PERA'l'URAN PELAKSANAAN 
PERATUF.AN DAERAl·l KABUPATEN 
GOWA NOMoti 3 TAl·IUN 2019 'fENTANG 
PEl'ILINDUNGAN LAI-IAN PEr{'fANIAN 
PANGAN BERl{ELANJU'l'AN 

- 

• 

LUAS LAl·IAN BAI<U SAWAl-1 
l{ABUPATEN GOWA 

1'AI-IUN 2022 

• 

• 

� .............. 

LUASAN ( Ha) 
No KECAMATAN KP2B TOTAL 

NON KP2B 
LCP2B LP2B 

1 Baien 10,51 2.57152 557 81 3.139 84 2 Balen Ba rat 1.17590 74 61 1.250 51 - 

3 Barombon ' 897 82 533 74 1.43156 - 

4 Birin bulu 21129 1.883 84 131.72 2.226 85 5 Bontolem an an 3 71 1. 720,91 77,53 1.802 15 6 Bontomarannu 18,95 890.09 405 71 1.314 76 7 Bontonom o 
- 2.46138 24195 2.703.32 

8 Bonton om o Selatan 
- 1.906 90 174.22 2.08112 9 Bun a a 123,20 1.706 72 72.67 1.902,58 

10 /Manu·u 4,50 1.583,76 65,77 1.654.02 
11 Pal an a - 2.062,85 822 31 2.885,16 
12 Paran loe 40,45 1.252,69 104,50 1.397,64 
13 Pari i 9,48 1.680,95 54,24 1. 744,67 
14 Pattallassan - 1.956,68 459,55 2.416,24 
15 SombaO u 

- 246,03 598 51 844,54 
16 Tin • 

334,95 1.815,78 9109 2.241,82 rrnoncon 

17 Tom bolo ao 841,61 2.252,03 128,06 3.221,70 
18 Tom_()_obullu 260,71 2.011,67 83,94 2.356,32 

Total 1.859 36 30.077,50 4.677 93 36.614 79 
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LAMPIRAN II · 

PERATURAN BUPAT! GOWA 

NOMOR 32 TAHUN 2022 

TENTJ\NG PERJ\'fURAN PELAKSANMN 

PERATURAN DAERAl-1 KABUPATEN 

GOW/\ NOMO[{ 3 'fi\[·JUN 2019 TENTANG 

PERLINDUNGAN LAHJ\N PERTANIAN 

PANGAN BEl�I<ELJ\NJUTAN 

• • • 

• 

PETA SEBAf{AN LAHJ\N BAKU SAWAl-1 

l<ABUPATEN GOWA 

TAI-JUN 2022 
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LAMPIRAN III · 
PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR 32 TAHUN 2022 
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
GOWA NOMOR 3 'fAl·IUN 2019 'fENTANG 
PERLINDUNGAN LAHAN PER'fANIAN 
PANGAN BERlillLANJUTAN 

• • • 

• 

PETA PERLINDUNGAN LAI-IAN Iv\ W ASAN PERTANIAN PANGAN 
BERl(ELANJU'fAN l(ABUPA1'EN GOWA 

TAHUN 2022 
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LAMPIRAN IV . 

PERATURAN BUPATI GOWA 
NOMOR 32 TAl·IUN 2022 

'l'EN'fi\NG PERJ\TURJ\N PELJ\KSJ\NMN 
PERATURJ\N DAERJ\H KJ\BUPATEN 

• 

GOW J\ NO MOR 3 'l'i\1-IUN 2019 TEN'fi\NG 
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN 
PANGAN BERl(ELJ\NJUTJ\N 

PENETAPJ\N LUJ\SAN LP2B DALAM KJ\BUPJ\TEN GOWJ\ 

TA!·IUN 2022 

• 

• 

• 

• 

r 

• 

LUASAN ( Ha) 

LAHAN PERTANIAN 
LAHAN PERTANIAN No KECAMATAN PANGAN 

PANGAN BERKELANJUTAN 
BERKELANJUTAN 

(LPZB) 
(LCPZB) 

1 Bai en < 10 51 2.571 52 
2 Baien Ba rat - 1.17590 
3 Barombon - 

897,82 
4 Birin bulu 211,29 1.883,84 
5 Botolemoan an 3,71 1.720,91 
6 Bontomarannu 18,95 890,09 
7 Bontonomoo - 2.461,38 
8 Bontonomoo Selatan - 1.906 90 
9 Bun ava 123,20 1.706 72 

I 

10 Manuiu 4,50 1.583,76 
11 Pallan a - 2.062,85 
12 Paran Ice 40,45 1.252,69 
13 Pari i 9,48 1.680,95 
14 Pattallassan - 1.956,68-' 
15 SombaOou - 246,03 
16 Tin 

• 

334,95 1.815,78 unoncon 

17 Tombola ao 84161 2.252 03 
18 Tom obulu 26071 2.011,67 

Total 1.859 36 30.077,SO 
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